
I,AMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AI(UNTAIT$ I'AJTA BERGI'UR/ IIWESTASI ITOIY PERTAITEI{

PEITDAHI'LUAIT

TuJuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk investasi non permanen-dana bergutr dan pengungkapan

informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Rrnng Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh

dana bergulir Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam laporan keuangan

untuk tujuan urnum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk
pengakuan pos-pos pendapatan. belanja. transfer, dan pembiayaan, serta

basis akrual untuk pengakuErn pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas.

3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir pada

entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:

a) Definisi:

b) Pengakuan;

c) Pengukuran. dan

d) Pengungkapan.

DEFIIUSI

4. Berikut bi adalah istilah-istilah yarrg digunalan dalam Kebijakan

Akuntansi Dana Bergulir dengan pengertian:
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Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depart diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Invetasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi

seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat

meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk

dalam investasi pennanen, dimaksudkan untuk dimiliki seczrra tidak

berkelanjutan.

Dana berqulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan

kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran

yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Nilai bersih vane dapat direalisasikan (net realtzable ualuel adalah nilai dana

bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana

bergulir diragukan tertagih.

Dana bersulir diraqukan tertasih adalah jumlah dana bergulir yang tidak

dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih '
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T'MUM

5. Karakteristik utama dana bergulir adalah :

a) Dana tersebut merupakan bagran dari keuangan daerah.

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dan luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara, dana

bergulir yang berasal dari luar APBD, diakui sebagai kekayaan daerah jika

dana itu diberikan danlatau diterima atas nama Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu.

b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/ atau laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran daerah

dimasukkan dalam APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana

bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencatatan alokasi

anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBD awal atau

revisi APBD (APBD Perubahan).

c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/ atau dikendalikan oleh

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

d) Pengertian dikuasai dan / atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu

PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir,

sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai

kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau

kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat

seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat

dan/ UKM.

f) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih

kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana

disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian

seterusnya (bergulir).
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g) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat menarik kembali dana bergulir.

Dana yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat

ditagih untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali

kepada masyarakat.

6. Dana yang disalurkan kepada masyarakat yang harus ditagih dari

masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah tanpa disalurkan

kembali kepada masyarakat atau dana yang disa-lurkan kepada masyarakat

harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah

dan hendak disalurkan kembali kepada masyarakat dengan mengalokasikan

pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan

€rnggaran tidak memenuhi karakteristik dana bergulir dan lebih tepat

dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang,

sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo piutang yang bersangkutan.

Ka,rakteristik dana bergulir adalah dana yang dapat ditagih dan langsung

digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke Rekening Kas

Daerah (reuolving fundl terlebih dahulu dan tanpa perlu pengalokasian

pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan

anggaran.

7. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank

(LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan

lain-lain. trmbaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai executing agencA

atar: ctnnelling dgency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan

kerja pemerintah dengan lembaga kerja yang dimaksud. Jika berfungsi sebagai

executing agency, lembaga tersebut mempunyai tanggungiawab menyeleksi

dal menetapkan penerima dana bergulir, menya-lurkan dan menagih kembali

dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidak tertagihan dana

bergulir. Jika berfungsi sebagai chaneliing agency, lembaga tersebut hanya

menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak

mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.
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Akuntansi Dana Bergulir

8. Pengeluaran dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur

Pengeluaran Pembiayaan - Dana bergulir. Rencana pengeluaran dana bergulir

tersebut harus dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah

(SKPKD) meskipun secara teknis akan dilaksanakan oleh satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) atau badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

9. Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat pada Pengeluaran

Pembiayaan - Dana Bergulir di l,aporan Realisasi Anggaran dan l,aporan

Aliran Kas. Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisasi tersebut, dana

bergulir dicatat dineraca sebesar harga perolehan dana bergulir dan

tandingannya adalah Kas si Kas Daerah. Tetapi secara periodik, Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu harus melakukan penyesuaian terhadap Dana

Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan

nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizabLe ualuel.

1O. Rencana penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan

kembali dianggarkan pada nomenklatur Penerimaan Pembiayaan - Dana

Bergulir untuk pokok dana bergulir sedangkan bunga dari dana bergulir atau

bagi hasil dari dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur lain-lain

pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir yang

diterima di Kas Daerah dicatat pada Penerimaan Pembiayaan - Dana Bergulir

sedangkan penerimaan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana

bergulir dicatat pada lain-lain pendapatan hasil daerah. Realisasi penerimaan

pokok dana bergulir dicatat di neraca mengurangi dana bergulir dan

tandingannya Kas Di Kas Daerah.

11. Penagrhan dana bergulir yang digulirkan kembali oleh Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu tidak dilakukan pencatatan karena pengeluaran

untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat dan

dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ketika dana tersebut

dikeluarkan dari APBD.
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PENGAJ('AI| DAITA BERGT'LIR

12. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir

apabila memenuhi salah satu kriteria:

a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di

masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu;

b) Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai

(reliablel.

13. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset

memenuhi kriteria dana bergulir yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat

kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa

potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia

pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup

bahwa manfaat ekonomi yang aka-n datang atau jasa potensial yang akan

diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh

manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

14. Alokasi anggaran untuk dana bergulir berada di BUD, tetapi

pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada SKPD. Walaupun

pelaksanaan didelegasikan tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap

merupakan transaksi pembiayaan.

15. Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat jika telah terjadi

pengeluaran defrnitif dari Rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan

dikeluarkannya SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai

dengan ketentuan perundangan.

PEIf GUKT'RAI| DANA BERGT'LIR

16. Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai lnvestasi Jangka Panjang -
Investasi Non Permanen - Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir,

dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut

berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang
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digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

perolehan dana bergulir.

PEIIGUI{T'RA,r BERIKT'TIIYA (ST,BSTQUEJVT TD,ASI]RD,,DTTTI TERHADAP

PENGAKT'AN AWAL

17. Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan penyesuaian terhadap Dana

Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan

nilai bersih yang dapat direalisasikan lnet realizable ualuel. Nilai yang dapat

direalisasikan ini dapat diperoleh jika Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai

dengan jatuh temponya atau (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan

tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat

ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana

bergulir yang dapat ditagih.

18. Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum

dilunasi tersebut dikurangi dana bergulir diragukan tertagih (dana bergulir

yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori

diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti

dengan pencatatan kerugian pada laporan operasional.

19. Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan

dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral)

yang berlaku pada tanggal transaksi.

Dana bcrgulir diraggkaa tertagih

2O. Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih

yang dapat direalisasikan (net realizable ualuel. Alat untuk menyesuaikan

adalah dengan mengurangkan dana bergulir dengan dana bergulir diragukan

tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan

dana bergulir. Dengan demikian nilai dana bergulir diragukan tertagih akan
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selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak da-lam CaLK,

selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.

21. Dana bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan

pada periode yang sarna dengan dana bergulir, sehingga dapat

menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan direalisasi. Dana bergulir

diragukan tertagih terdiri dari dana bergulir yang tidak dapat tertagih

ditambah perkiraan dana bergulir yang tidak tertagih (diragukan dapat

tertagih). Dana bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan

bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus

dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang

berlaku. Sedangkan dana bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan

melakukan analisa terhadap saldo dana bergulir yang masih outstanding

berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode.

22. Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih

terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokkan dana bergulir berdasarkan

umur dana bergulir (aging schedule) sebagai dasar perhitungan. Besarnya

dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan

sebagai berikut:

a) Diatas I tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 57o

b) Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 107o

c) Diatas 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 157o

d) Diatas 4 tahun sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 207o

e) Diatas 5 tahun sampai dengan 6 tahun disisihkan sebesar 307o

f) Diatas 6 tahun sampai dengan 7 tahun disisihkan sebesar 407o

g) Diatas 7 tahun sampai dengan 8 tahun disisihkan sebesar 557o

h) Diatas 8 tahun sampai dengan 9 tahun disisihkan sebesar 707o

i) Diatas 9 tahun sampai dengan 10 tahun disisihkan sebesar 857o

j) Diatas 10 tahun disisihkan sebesar 100% dan dikeluarkan dari pembukuan

tetapi masih tetap tercatat secara extra comptable.
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METODE PENIL/UAN DANA BERGULIR

23. Penilatan dana bergulir Pemerintah Kabupaten Ta,nah Bumbu

dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih

yang dapat direalisasikan lnet reolizable ualue\ adalah nilai dana bergulir yang

dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir

diragukan tertagih.

PEIfGAI('AN HASIL DARI DAITA BERGI'LIR

24. Hasil investasi non perrnanen yang diperoleh dari dana bergulir

dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir

dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian

pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan

untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan pada saat bunga atau bagi hasil

telah di setor ke kas daerah.

25. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada

masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasil dari

dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan

pendapatan dari dana bergulir yang digulirkal tersebut pada saat bersamaan

harus dicatat pada pengeluaran pembiayaan - dana bergulir sebagai

tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas

sekaligus menambah investasi non-permanen dan dana bergulir dan ekuitas

dana investasi-diinvestasikan dalam investasi jangka panjang di Neraca.

26. Pendapatan dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat

digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara

teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai

pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir

tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional

maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai

pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk
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membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat

belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan

Laporan Aliran Kas.

PENGTINGI(APA.IT

27. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam lapotan keuangan

pemerintah berkaitan dengan dana bergulir, selain mencaltumkan

pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan

Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas, dan Dana Bergulir di Neraca,

perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK) antara lain:

a) Dasar Penilaian Dana Bergulir;

b) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;

c) Besarnya suku bunga yang dikenakan;

d) Saldo awal dana bergulir, penambahan/ pengurangan dana bergulir dan

saldo akhir dana bergulir;

e) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana

bergulir.

28. Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan

pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan grafik, daftar, atau bentuk

lain yang lazim.

BUPATI TANAII BUMBU,
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LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AKUNTANSI ASET TETAP

PEI{DAHTILUAIT

TuJuan

1. T\rjuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan

akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap

adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan

perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat

(carryir,.S ,arue) aset tetap.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan

pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan

mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian.

penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

DErII{ISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi dengan pengertian berikut:

Aset adalah sumber da5ra ekonomi yang dikuasai dan,/ atau dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan

dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber da-va

X1 1



non keu€rngzrn yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yarrg mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu atau dimalfaatkan oleh masyarakat umum.

Biava peroTehan addah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai

wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat

perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan

tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan

dan/ atau pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset

untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir

masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan'

Nilai tercatat (camling amoun4 aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari

biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai waiar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penvusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaar dari suatu aset.

UUUU

4. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.

Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah:
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(a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi

narnun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah

lainnya, universitas, dan kontraktor;

(b) Hak atas tanah.

5. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai

untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,

seperti bahan (materials) dan perlengkapan (suppliesl.

XLIISIFIKASI ASET TETAP

6. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap

yang digunakan:

(a) Tanah;

(b) Peralatan dan Mesin;

(c) Gedung dan Bangunan;

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

(e) Aset Tetap l,ainnya; dan

(0 Konstruksi dalam Pengerjaan.

7. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam kondisi siap dipakai.

8. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan

bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya

yang nilainya signilikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan

dan dalam kondisi siap pakai.

9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam kondisi siap dipakai.

1O. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam kondisi siap dipakai.
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Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya

mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunannya;

c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

1 1. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan

untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam

kondisi siap dipakai.

12. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang

dalam proses pembangunan narnun pada tanggal laporan keuangan belum

selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan

dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetal

lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan

suatu periode waltu tertentu dan belum selesai.

13. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak memenuhi dehnisi aset tetap dan

harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PEI|GAKUAIT ASET TETAP

14. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui

sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai

berikut:

(a) Berwujud;

(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
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15. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa

depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak

langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja

bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Malfaat ekonomi masa yang akan

datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut

akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya

hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut.

Sebelum hal ini te{adi, perolehan aset tidak dapat diakui.

16. Tujuan uta.ma dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan

oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mendukung kegiatan

operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

17. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat

penguasaannya berpindah.

18. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat

bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan

secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan

bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara

hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yag diharuskan,

seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta)

dan sertilikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut

harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap

tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan

atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

19. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila

terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang

mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang

dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas

biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut
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untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan

dalam proses konstruksi.

20. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara

lain penambahan, pengembangan, dan pengururngan.

(a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan

pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan

dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.

(b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan

manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi,

dan penurunan biaya pengoperasian.

(c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap

berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

dikarenakan

PEI|GT'XI'RAI| AAEf, TEf,AP

2l.Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

22. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi

perrukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan

biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri,

suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari

transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan

baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

23.Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola

meliputi biaya langsung untuk tenaga ke{a, bahan baku, dan biaya tidak

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan

dengan pembangunan aset tetap tersebut.
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PEINL/\IAIT AWAL ASET TEf,AP

24. Barang berrvujud yang rnemenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai

suatu aset dan dikelompokkan sebagai suatu aset tetap, pada awalnya harus

diukur berdasarkan biaya perolehnnya.

25. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut

adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh'

26.SuatuasettetapmungkinditerimaPemerintahKabupatenTanah
Bumbu sebagai hadiah atau donasi' Sebagai contoh' tanah mungkin

dihadiahkan ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu oleh pengembang

(developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat

pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui

pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada'

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penyitaan atas sebidang

tanahdanbangrrnanyangkemudianakandigunakansebagaitempatoperasi
pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoreh harus dinilai

berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh'

27. Untuk tujuan pernyataan ini' penggunaan nilai wajar pada saat

perolehan untuk kondisi pada paragraf 26 bukan merupakan suatu proses

penilaian kembali (reualuasl dan tetap konsisten dengan biaya perolehan

seperti pada paragraf 26' Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 65

dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaiart

untuk periode pelaporan selanjutnya' bukan pada saat perolehan awal'

28. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas' biaya

perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal

tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas

perorehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perorehan atau

harga wajar bila biaya perolehan tidak ada'
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Komponen Biaya

29. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan

secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset

tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan'

3O. Biaya perolehan aset terdiri dari:

(a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian' setelah

dikurangi dengan diskon dan rabat;

(b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan

dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset

tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan'

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait

dengan perolehan aset tetap' Hal ini meliputi biaya konsultan perencana'

konsultan pengawas' harus ditambah pada nilai perolehan' Meskipun

demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaraan dan kepatutan

dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut'

3l.Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan /

diatribusikan secara aset:

(a) biaYa PersiaPan tempat;

(b) biaya pengiriman awal (initial deliueryl

(lwndlitrg costl;

dan biaya simPan dan bonkar muat

(c) biaya pemasangan (instalation ostl;

(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

(e) biaYa konstruksi;

(f) biaya pengujian aset untuk mengrji apakah aset telah berfungsi dengan

benar (testing cost)'

32.Tanahdiakuipertamakalisebesarbiayaperolehan.Biayaperolehan

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah' biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran'

penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap

pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah

yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk
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dimusnahkan. Apabila perolehn tanah pemerintah dilakukan oleh panitia

pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehal tanah adalah honor

panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalaran

dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan

peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah bukti

kepemilikan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dikapitalisasi sebagai biava

perolehan tanah.

33. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin

tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian'

biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap

digunakan.

34. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap

pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi'

termasuk biaya pengurusan IMB, notaris' dan pajak'

35. Biaya perolehan jalan, irigasi' dan jaringan menggambarkan seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan' irigasi' dan jaringan sampai

siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan

biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan' irigasi dan jaringan tersebut

siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan' irigasi dan jaringan yang diperoleh

melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan' biaya perizinan'

jasa konsultan, biaya pengosongan' pajak' kontrak konstruksi' dan

pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan' irigasi dan jaringan yang

dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung' yang

terdiri dari meliputi biaya bahan baku' tenaga kerja' sewa peralatan' biaya

perencanaan dan pengawasan, biaya peizinan, biaya pengosongan, pajak dan

pembongkaran.

36. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai'
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37. Tanah wakaf Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi

pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai

aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan

secara memadai pada Catatan atas l,aporan Keuangan (CaLK).

38. Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan

kerja SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1). Renovasi aset tetap milik sendiri;

2). Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; dan

3). Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan'

Penjelasan terhadap ketiga jenis renovasi tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Renovasl Aset Tctap tilik Seadiri

Renovasiasettetapmiliksendirimerupakanperbaikanasettetap
dilingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi'

Renovasisemacaminiakandicatatsebagaipenambahnilaiperolehanaset

tetap terkait. Apabila sampai dengan tanegal pelaporan renovasi tersebut

belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengedaannya namun belum

diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP'

2. Renovasi Aset Tetap Bukan filik-Dalam Lingkup Entitae Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap

bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat

kapitalisasinalnunmasihdalamsatuentitaspelaporan.Lingkuprenovasi
jenis ini meliPuti:

1) Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L;

2) Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;

3) Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan

4) Renovasi aset tetap milik SKPD lain'

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak

dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena

kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain' Renovasi tersebut

apabilatelahselesaidilakukansebelumtanggalpelaporanakandibukukan
sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai

kelompokasettetap.Apabilasampaidengantanggalpelaporanrenovasi
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tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya

namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi

dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyoryanya diserahkan pada

pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku'

Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaiman dijelaskan pada

bab terdahulu) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut

dieliminasi dari neraca dan satuan keda SKPD pemilik akan mencatat dan

menambahkannyasebagaiasettetapterkait.Namunapabilasampai
dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan,

makaSKPDyangmelakukanrenovasiterhadapasettersebuttetapakan
mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi'

3. Renovasi Aset Tetap Butan HlliL-Diluar Entitas Pelaporal

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap

bukan milik suatu satuan kerja SKPD, di luar entitas pelaporan yang

memenuhi syarat kapitalisasi' Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan

2.Renovasiasettetapmilikpihaklain'selainpemerintah(swasta'
BUMN/D, Yayasan' dan lainJain)'

Renovasi semacarn ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan

renovasiassetbukanmilik-dalamlingkupentitaspelaporansebagaiman
butir 2 di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi

tidakdicatatsebagaipenambahnilaiperolehanasettetapterkaitkarena
kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain' Apabila renovasi aset

tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan

dibukukansebagaiasettetaplainnya-asetrenovasidandisajikandineraca

sebagaikelompokassettetap.Apabilasampaidengantarrggalpelaporan

renovasi tersebut belum selesai dikerjalan, atau sudah selesai

pengerjaannya narnun belum diserahterimakan' maka akan dicatat sebagai

KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa' aset renovasi ini

seyoryanya diserahkan pada pemilik' Mekanisme penyerahannya mengikuti
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peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut

(sebagaiman dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkar maka aset

tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan satuan kerja SKPD

pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait'

39. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan

suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset

ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-

produksi sempa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya

tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya'

4O. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola

ditentukanmenggunakanprinsipyangsamasepertiasetyangdibeli.Biaya
perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

(a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku'

(b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan'

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan' dan

(c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengal pembangunan Aset

Tetap tersebut.

Konstruksi dalam Pengerjaan

41. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau

melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai

tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan

sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai'

42. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan

mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian' termasuk

didalamnyaadalahrincianbiayakonstruksiasettetapbaikyangdikerjakan
SecaraSwakelolamaupunyangdikerjakanolehkontra-ktor'Apabilatidak
disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka

berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntasi mengenai

Konstruksi dalam Pengerjaan '
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43. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau

dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset

tetap.

Perolehan Sccara Gabungan

44.Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

PertuLaran A*t lE cchanges o.f Assetsf

45. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos

semaccun itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai

ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan

jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang

ditransfer/ diserahkan.

46. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset

yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang

sempa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam perfukaran dengan

kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan

dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh

dicatat sebesar nilai tercatat (carryiW amounl atas aset yang dilepas.

47. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti
adanya suatu pengurangan (impairmentl nllat atas aset yang dilepas. Dalam

kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan Quitten
dounl dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (turitten dou.nl tersebut
merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang

serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal
terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka

hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai
yang sama.

Aset Donasi

48. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
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49. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa

persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non

pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh

satu unit Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tanpa persyaratan apapun.

Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti

perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

50. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap

tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta

membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai.

Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap

dengan pertukaran.

51. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset

donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Batas aset tetap ekstra kontable dan aset tetap intra kontable dalam

aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Perolehan untuk tanah dikapitalisasikan dengan nilai di atas Rp.l (satu)

rupiah ;

2. Perolehan untuk Peralatan dan mesin dikapitalisasikan dengan nilai diatas

Rp.1.OO0.O00 (Satu Juta Rupiah) ;

3. Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dengan nilai diatas

Rp. I0.O0O.O0O (Sepuluh Juta Rupiah) ;

4. Perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai diatas

Rp.1O.O0O.00O (Sepuluh Juta Rupiah) ;

5. Pengeluaran untuk Aset Tetap lainnya berupa Buku dengan nilai diatas
Rp.l0O.0OO (Seratus Ribu Rupiah).

6. Pengeluaran untuk Aset Tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan

dan kesenian dengan nilai diatas Rp.SOO.O0O (Lima Ratus Ribu Rupiah).

7. Pengeluaran untuk Aset Tetap lainnya berupa Tanaman dengan nilai diatas

Rp.SOO.OO0 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
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8. Pengeluaral untuk Aset Tetap lainnya berupa hewan ternak dengan nilai

diatas Rp. 1 (satu) rupiah.

PEGELUARAII SEf,ELATI PEROLEHAI ISUBSEoI EN-T E;XPDNDTTURE$

52. Aset tetap diperoleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah. Aset tetap

bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, di satu sisi merupakan sumber

daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu wajib memelihara atau merehabilitasi

aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah

perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan

dan belanja untuk peningkatan.

53. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan

kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja

yang ditambahkan pada nilai asset tercatat (Kapitalisasi) adalah belanja yang

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja..

54. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak
berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

55. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

menambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume

dan bertambah kapasitas produksi, harus ditambahkan pada nilai tercatat

aset yang bersangkutan.

Pen5rusutan

56. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode

yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang

digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan
jasa (seruice potentiatl yang akan mengalir ke pemerintah.

57. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai

pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam

laporan operasional.
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58. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau

secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,

penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan

penyesuaian.

59. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis

lurus (straigfu line metlwdl dengan rumusan sebagai berikut:

Metode Garis Lurus

Penyusutan per Nilai yang dapat disusutkan

Periode = Masa manfaat

6O. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan

Metode Garis Lurus (straight lire metlad) maka masa manfaat asset tetap

diklasilikasikan sebagai berikut :

a) Bukan Bangunan

(1) Kelompok I :

Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan

yang mempunyai masa manfaat sampai 5 tahun.

(2) Kelompok 2 :

Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 5 tahun sampai lO tahun

(3) Kelompok 3 :

Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan

yang mempunyai masa manfaat lebih dari l0 tahun sampai 15

tahun.

(41 Kelompok 4 :

Aset yang dapat disusutlan dan tidak termasuk golongan bangunan

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 15 tahun sampai 20

tahun.

(b) Bangunan

(1) Bangunan Permanen:

Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan

perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat

20 tahun.
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(2) Bangunan semi permanen :

Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan

perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai

manfaat 10 tahun.

61. Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap

adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan pendekatal bulan penggunaan

maka waktu penlrusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut

digunakan. Misalnya, jika suatu aset diperoleh dan digunakan tanggal bulan
Oktober 2Ox1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung 3
bulan yaitu dari tanggal bulan Oktober ke bulan Desember 20x1. Meskipun

aset tetap tersebut diperoleh tanggal 3O Oktober maka waktu yang digunakan
tetap tiga bulan.

62. Berdasarkan pengelompokan pada paragraf 61 dan waktu yang

digunakan dalam perhitung€rn penyusutan aset tetap adalah pendekatan

bulan penggunaan pada paragraf 63 tersebut, metode dan tarif penyusutan

untuk masing-masing kelompok aset tetap tersebut adalah sebagai berikut :

No
Kelornpol Aset

Tetap

Masa Marfaat Tadf Penlrusutan

Dalam Tahun Dalam
Bulaa Per Tahun Per Bulan

1 Butaa Bangunan

a. Kelompok I 5 tahun 60 bulan 20,OOo/" t,67"/"
b. Kelompol 2 10 tahun 120 bulan lO,OO% o,83%

C. Kelompok 3 15 tahun 180 bulan 6,67"/" o,s6/"
d. Kelompok 4 20 tahun 240 buhn

5,OO% o,42"/"

2 Bangun.en

a. Permanea 20 tahun 240 bulan 5,Ooolo o,42"/"
b. fidat Perrnanea 1(, tahu! 120 buhn LO,OOV, o,asvo

63. Penyusutan dapat dilakukan
Akan tetapi, pen5rusutan dapat pula

sekaligus.

terhadap aset tetap

dilkukan terhadap

secara individual-

sekelompok aset
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64. Aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan

secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

(a) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaal dan mempunyai

masa manfaat yang sama;

(b) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain

(peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan a-lat pencetakan lilm sinar

X, dan lainJain);

(c) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya

merupakan keseluruhan harg pasangan (misalnya mesin cetak digital,

komputer, dan perangkat lunaknya);

(d) Walaupun pemanfaatan tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi
demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat
dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatnnya

(misalnya peralatan bedah).

65. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan,

seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset

tersebut.

66. Pelaksanaan pen5rusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan

basis akrual.

67. Pencatatan penyusutan pertarna kali besar kemungkinan akan
menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat
yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan
kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain.
Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir
tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa
peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun
sebelum tahun anggar an 2Ol5 dan yang diperoleh pada tahun 2015.
Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat
dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
(a) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutzrn maka

aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. perhitungan

p€nyusutannya adalah untuk tahun 2015 (1 tahun) saja.
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(b) Aset yang diperoleh setelah penyusun€rn neraca awal hingga satu tahun

sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan

dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun

berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

(c) Aset yang diperoleh sebelum penJ rsunan neraca awal. Untuk aset-aset

yang diperoleh lebih dari I tahun sebelum saat penyusunan neraca awal,

maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan

neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama

ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penJrusunan neraca awal.

Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan

penyusutan.

PENGUKT'RAN BERIKT'TITYA IST,BSTQUEXT TEASARE.,f,ENr\ TERHA.DAP

PENGAKUAIT AWAL

68. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut

dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan

penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada

masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Perrllaian Kembali Aset Tetap lRevaluationl
69. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak

diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian

aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari

ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang

berlaku secara nasional.

70. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai

penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyaj ian aset tetap serta

pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam

ekuitas.
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AKI'NTAITSI TANAII

77.Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya

mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi

aset tetap.

72.Tidak sepefti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi

satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang

dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang

dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh

karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah

tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai

dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini'

73. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang

dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, namun

belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Atau

pada kasus kain, terdapat tang milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti

kepemilikan yang sah atas tanh tersebut. Terkait dengan kasus-kasus

kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai

berikut:

(a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai

dan / atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, maka

tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah

pada neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, serta diungkapkan

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(b) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,

namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut

tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, serta diungkapkan secara memadai

dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai

atau digunakan oleh pihak lain.
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(c) Dalam ha1 tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasat

dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah

tersebut tetap harus dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu, serta diungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang mengusai

dan/atau menggunakan tanh cukup mengungkapkan tanah tersebut

secara marnadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

(1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, tanah

tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang

lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai

aset tetap pada neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah

yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, maka tanah tersebut dicatat

dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

l,aporan Keuangan.

(3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, narnun tanah tersebut

dikuasai dan/ atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai

aset tetap pada neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan'

(4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, narnun tanah tersebut

dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut

tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, narnun ada sertifikat ganda

harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas laporan

Keuangan.

74.'lanah yang digunakan/dipakai Pemerintah Kabupaten Talah

Bumbu yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan tidak dilaporkan
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sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,

melainkan cukup diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas l,aporan

Keuangan (CaLK).

ASET BERSE'ARAII IHE.RI'MCE ASST"SI

75. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu untuk menyajikan aset bersejarah (leitage assets) di neraca

narnun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas l,aporan

Keuangan.

76. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenalan

kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah

adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala

(archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (u.rorfts of artl. Karakteristik-

karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset

bersejarah:

(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin

secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga

pasar;

(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat

pelepasannya untuk dijual;

(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama

waktu be{alan walaupun kondisi lisiknya semakin menurun;

(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus

dapat mencapai ratusan tahun.

77. Asel bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam

waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

78. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mungkin mempunyai banyak

aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara

perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun

sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk
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menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan

hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

79. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah

unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas

Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

80. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi

harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.

Beban tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan

aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode

berjalan.

81. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya

kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selain nilai sejarahnya, sebagai

contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran' Untuk

kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti

aset tetap lainnya.

S2.Untukasetbersejarahlainnya,potensimanfaatnyaterbataspada

karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins)'

ASET IilFRASTRT'KTI'R (I'VPRASTRUCTURE ASSE"q

83. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur'

Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan' aset ini biasanya

mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(a) Merupakan bagianari satu sistem atau jaringan;

(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

(c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya'

S4.Walaupunkepemilikandariasetinfrastrukturtidakhanyaoleh
PemerintahKabupatenTanahBumbu'asetinfrastruktursecarasigniflkan
sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu' Aset

infrastruktur memenuhi de{inisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai

dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini'
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85. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan,

sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

PEr|GHETTIAI| DAJ{ PELEPASAN fr.ETIR,,ilENT eflD DrsPro&|r.l

86. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atam bila

aset secara perrnanen dihentikal penggunaannya dan tidak ada manfaat

ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan

pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung'

87. Aset tetap yang secara pe[nanen dihentikan atau dilepas harus

dieliminasidariNeracadandiungkapkandalamCatatanatasl,aporan
Keuangan.

88. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah

KabupatenTanahBumbutidakmemenuhidefinisiasettetapdanharus
dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya'

89. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan

perundang-undangan.

PEI|GT'ITGI(APAI|

gO. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing

jenis aset tetaP sebagai berikut:

(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying

amount);

(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:

(1) Penambahan;

(2) PelePasan;

(3) Akumulasi pen5rusutan dan perubahan nilai' jika ada;

(4) Mutasi aset tetap lainnYa'

(c) Informasi pen5rusutan, meliputi:

(1) Nilai Pen5rusutan;
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(2) Metode penyusutan yang digunakan;

(3) Masa manfaat atau tarif pen5rusutan yang digunakan;

(a) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal; dan akhir

periode.

91. l,aporan keuangan juga harus mengungkapkan:

(a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitar dengan aset tetap;

(c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

92. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-

hal berikut harus diungkaPkan:

(a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

(b) Tanggal efektif penilaian kembali;

(c) Jika ada, nama penilai independen;

(d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya

pengganti;

(e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap'

BUPATI TANAH BUMBU,
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LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AIIIIITTANSI KOITSTRI'XSI DALAU PEITGER^'AAI|

PEITDAIIULUAI{

Tujuaa

1. Tujuan kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah

mengatur perlakuaa akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan

metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam

Penge{aan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat

sampai dengan konstruksi tersebut selesai dike{akan.

2. Kebijakan Akuntansi ini memberikan panduan untuk:

(al identifikasi pekerjaal yang dapat diklasilikasikn sebagai konstruksi dalam

pengerjaan;

(b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca:

(c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

Ruarg Liagkup

3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset

tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan

Kabupaten Tanah Bumbu dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu

tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau

oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini.

4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnva

berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal

selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang

berlainan.

5. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan

adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai

dengan konstruksi tersebut selesai dike{akan.
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DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi dengan pengertian:

Konstruksi dalam pengeriaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk

konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu

sama lain atau saling tergantung dalam hal ranczrng€rn, teknologi, dan fungsi

atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk

membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas

lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uane muka keria addah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum

pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai

penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi keria adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan

pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga

pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran

jumlah tersebut.

Termin (prosress billins) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang

dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum

dibayar oleh pemberi keda.
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KONSTRUKSI DALIIM PEI{GERJAAX

7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan balgunan, jalart, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya

yang proses perolehannya dan/ ata,u pembangunannya membutuhkan suatu

periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak

konstruksi pada umumnya memerlukan suaru periode waktu tertentu. Periode

waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

8. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri

(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KOITTRAI{ KOITSTRI'KSI

9. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset

yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal

ranc.mgan, teknologi, fungsi atau tuJuan, dan penggunaan utama. Kontrak

seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

10. Kontrak konstruksi dapat melipuLi:

(a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

pr-rencalraar: konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

(b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

(c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan

konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value

engineering;

(d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi

lingkungan.

PEITTATUAIT DAIT SEIGUEI|TASI KOI{TRAI( KOITSTRUTSI

11. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan

secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan

tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu

komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara
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terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar

mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak

konstruksi.

12. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi

dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah

apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

(a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

(b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta

pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang

berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

(c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

13. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi

aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga

konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut.

Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah

jika:

(a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifrkan dalam rancangan,

teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula;

atau

(b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga

kontrak semula.

PETGAI('AI| KOI| STRI'XSI DALAU PEI| GER.'AA.IT

14. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam

Pengerjaan jika:

(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang

berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(c) aset tersebut masih dalam proses penge{aan.

15. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang

dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Tanah
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Bumbu atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh

karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

16. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang

bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

17. Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang

bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan

siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

PEITGT'NT'RAN

18. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Biaya Konstruksi

19. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat

dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang

bersangkutan.

2O. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan

konstruksi antara lain meliputi:

(a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

(b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

(c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahal-bahan dari dan ke lokasi

pelaksanaan konstruksi;

(d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;

(e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan

dengan konstruksi.

21. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
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(a) Asuransi;

(b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung

berhubungan dengan konstruksi tertentu;

(c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi

yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis

dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang

mempunyai karakteristik yang s€rma. Metode alokasi biaya yang dianjurkan

adalah metode rata.-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

22. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak

konstruksi meliputi:

(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan

tingkat penyelesaian pekerjaan;

(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung

dengan pekedaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal

pelaporan;

(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

23. Kontraktor melipuli kontraktor utama dan subkontraktor lainnya.

24. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan

secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan

dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai

penambah nilai konstruksi dalam penge{aan.

25. Klaim dapat timbul, ump€rmanya, dari keterlambatan yang

disebabkan oleh pemberi ke{a, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan

dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

26. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang

timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan

secara andal.
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27.Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang

timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai

konstruksi.

28. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi

jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

29. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset

yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang

bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-

rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

30. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara

tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat fore majeur maka biaya pinjaman

yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan

konstruksi dikapitalisasi.

3l.Pemberhentian sementara'pekerjaan kontrak konstruksi dapat

terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur

tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.

Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi

keda atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian

sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena

kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai

biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

32. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis peke{aan yang

penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan

yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman

hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses

pengerjaan.

33. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang

masing-masing dapat diidentifrkasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12.

Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang

berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman

untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai.

X‖ ‐7



Bagian peke{aan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya

pinjaman.

PENGUNGKAPAN

34. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi

Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian

dan jangka waktu penyelesaiannya;

(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.

(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

(d) Uang muka kerja yang diberikan;

(e) Retensi.

35. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang

retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa

pemellltaraan Jumlah retensi diungkapkan ddam Catatan atas Laporan

Keuangan.

36. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber

dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya

sampai tanggal tertentu.

BUPATI TANAH BUMBU,
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LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AI(UI|TAI{SI ASET TAI( BERWI'JUD

PEITDAHULT'AI{

Tujuan

1. T\rjuan Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud adalah mengatur

perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud. Masalah utama akuntansi

untuk aset tak berwujud adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai

tercatat, dan pengungkapan yang perlu dilakukan, serta penentuan dan

perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat

(carrying ualuel aset tak berwujud.

2. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tak berwujud

dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan serta

aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu.

Rusng LingluP
3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan

umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan,

penilaian, penyajian, dan pengungkapan -vang diperlukan kecuali bila

Kebijakan Akuntansi lainnya mensyratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

4. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

(a) Aset tak berwujud yang diatur oleh kebijakan akuntansi lainnya;

(b) Aset keuangan (seperti saham, obligasi, dan derivatifnya);

(c) Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

eksplorasi. pengembangan dan penambangan mineral, minyak, dan gas

alam dan sumber daua lainnya yang tidak dapat diperbarui; dan

(d) Aset tidak berwujud yang terjadi dari kontrak dengan pemegang polis'
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DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan

dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuang uang, termasuk sumber daya

non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasam sejarah dan budaya.

Aset tak berwuiud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tduan lainnya,

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset keuanqan adalah kas dan setara kas yang akan diterima dalam bentuk

kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat

didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.

Riset adalah penelitian orisinal dan terencara yang dilaksanakan dengan

harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas

ilmu yang baru.

Penqembansan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya

pada suatu rencana dan rancangan alat, barang, proses, sistem, atau jasa

yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan yang substansial, sebelum

dimulainya penggunaan atau pemanfaatan.

UUT'}I

6. Pemerintah sering kali mengeluarkan sumber daya untuk

mendapatkan, mengembangkan, memelihara atau memperkuat sumber daya

tidak berwujud, seperti ilmu pege tahuan dan teknologi, desain dan

implementasi sistem atau proses baru, lisensi dan hak kekayaan intelektual.
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7. Beberapa jenis aset tidak berwujud mungkin terkandung dalam

bentuk Iisik, seperti dalam compact disc (yang memuat piranti lunak

komputer), dokumentasi legal (yang memuat lisensi atau paten), atau {ilm.

Untuk itu, penentuan apakah aset tersebut termasuk dalam aset berwujud

atau tidak berwujud ditentukan dengan mempertimbangkan atribut yang

dominan pada aset tersebut. Misalnya, piranti lunak untuk menjalankan

komputer, dimana komputer tersebut tidak dapat beroperasi tanpa piranti

lunak tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari piranti

kerasnya sehingga diperlakukan sebagai bagian dari aset tetap. Akan tetapi,

bila pirantu lunak tersebut bukan merupakan bagian integral dari piranti

keras yang terkait, piranti lunak tersebut diperlakukan sebagai aset tidak

berwujud.

XL/ISIEIKASI ASET TAI( BERWUJT'D

8. Aset tak berwujud meliPuti:

(a) Piranti lunak (software) komputer;

(b) Lisensi dan franchise;

(c) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan

(d) Hasil kaj ian / penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

9. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada

pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat

ekonomi dari suatu panen yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan

syarat tertentu.

10. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau peneriman

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan

untuk itu dengan tidak menguragi pembatasan-pembatasan menurut

peraturan perundang-undangan.

11. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada

inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanaknnya.

ｈａｋ
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12. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjanag

adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis

dan/ atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentilikasi sebagai

aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan

manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai

aset tak berwujud.

PEITGAI('AI{ ASET TAI( BERIYT'JT'I)

13. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:

(a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis

dan/ atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau

entitas akunta-nsi; dan

(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

14. Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud

dapat mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, atau

manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas.

15. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/ atau

sosial masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang masuk

akal dan dapat dipertanggungiawabkan, yang merupakan estimasi terbaik

manajemen atas kondisi ekonomi dan/atau sosial yang berlaku sepanjang

masa manfaat aset tersebut.

16. Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomi

dan/atau sosial masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud,

perusahaan mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan

awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal.

17. Pengakuan aset tak berwujud akan sangat andal bila aset tak

berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada

saat penguasaurnnya berpindah. Bila aset tak berwujud diperoleh dengan cara

kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan

tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.

18. Aset tak berwujud dapat diperoleh entitas mela-lui pelaksanaan

hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit
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untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memenuhi kriteria untuk diakui.

Kesulitan tersebut antar lain untuk:

(a) Menetukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, aset yang dapat

diidentifrkasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis mada depan;

dan

(b) Menentukan biaya peroleh€rn aset tersebut secara andal.

19. Datam menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan

secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses

dihasilkan aset tak berwujud menjadi dua tahap:

(a) Tahap penelitian atau riset; dan

(b) Tahap pengembangan.

20. Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan

tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak

berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai

pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja.

21. Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud yang timbul

dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran

untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai

biaya pada saat terjadinya.

22. Contoh-contoh kegiatan penelitian atau riset adalah sebagai

berikut:

(a) Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;

(b) Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau

pengetahuan lainnya;

(c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau

jasa; dan

(d) Perumusan, perancangan, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif

kemungkinan bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa.

23. Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau

dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan

hanya jika perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:

X11-5



(a) Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset

tersebut dapat digunakan;

(b) Niat untuk menyelesaikan aset tak berwrrjud tersebut dan

menggunakannya:

(c) Kemampuan untuk menggunakan aset tak berwujud tersebut;

(d) Cara aset tak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi

dan/ atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu

menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut;

(e) Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya

untuk menyelesaikan pengembalgan aset tak berwujud dan

menggunakan aset tersebut; dan

(0 Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran terkait dengan

aset tak berwujud selama pengembangannya.

Beban Masa Lalu Tidak Diakui sebagat Aset

24. Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya diakui oleh

entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh

diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian

hari.

PEI|GT'KT'RAX ASET TAI( BERWUJT'I)

25. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian

aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar

pada saat perolehan.

Perolehan Terpisah

26. Jika suatu aset tak berwujud diperoleh secara terpisah, biaya aset

tak berwrrjud biasalya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas

jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter

lainnya.

27 . Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga beli,

termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam

mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan
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tujuannya. Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya imbalan

profesional konsultan hukum. Apabila terdapat diskonto atau rabat, maka

diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya perolehan aset.

Pettukaran Aset

28. Suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau

tukar tambah aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengal aset lainnya.

Biaya perolehan aset tak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset

yang diterima, yang sama dengal nilai wajar aset yang diserahkan, setelah

diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

Aset Tak BerwuJud yang Dihasilkan secara Interaal (Swakelolaf

29. Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal

(swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung,

atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang

dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga

siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tak

berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:

(a) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau

dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud;

(b) Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung

terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan

(c) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut,

seperti biaya pendaftaran hak hukum.

3O. Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan aset tak

berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tak berwujud

yang dihasilkan secara internal.

PEI{GELUARAN SETELIUI PEROLEHAN (ST,BSEQUENT E;XPENI'ITUREq

31. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran

setelah perolehan) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya pengeluaran,

kecuali:
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(a) Pengeluran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat

ekonomi dan/ atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar

daripada standar kinerja yang diperkirakal semula; dan

(b) Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara

andal.

Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah

perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak berwujud.

32. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran

setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan

untuk memelihara agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang

diperkirakan semula. Aset tak berwujud memiliki karakteristik sedemikian

rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah

pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau

meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tersebut. Di

samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran

tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah mengaitkan

pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, jarang

terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset tak berwujud, baik aset yang

diperoleh melalui pembelian maupun yang dihasilkan sendiri, diakui sebagai

penambahan biaya perolehan aset tak berwujud.

PENGI,XT,RAIT BERIKT'TTTA (ST,BSEOI,EilT UEAST'RE,fiDJ|J|II TERHADAP

PENGAJ(UAIT AWAL

33. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya

perolehnnya dikurangi akumulasi amortisasi.

Periode Anorttsasi
34. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus

dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa

manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset taj berwujud tidak

akan melebihi 2O tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus

mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.
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35. Manfaat ekonomi dan/ atau sosial masa depan yang terkandung

dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk

mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus

diturunkan. Hal tersebut, dilkukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya

perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut

diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut.

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat

suatu aset tak berwujud, termasuk:

(a) Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya oleh

tim manajemen yang lain;

(b) Siklus hidup yang lazim bagi aset

mengenai estimasi masa manfaat

cara yang sama;

(c) Keusangan teknis, teknologi;

(d) Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan

untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan

kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;

(e) Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan

lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan

(0 Ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset

lainnya dari entitas.

36. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak

(software) komputer dan banayk aset tak berwujud lainnya rentan terhadap

keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud

cenderung pendek.

37. Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/ atau sosial masa

depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang

diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak berwujud

tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:

(a) Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan

(b) Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

tersebut dan informasi yang beredar

aset sejenis yang digunakan dengan
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38. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat

ekonomi dan/ atau sosila oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat

ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya

amortisasi setiap periode harus diakui sebagai bahan kecuali terdapat

kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk

dimasukan ke dalam nilai tercatat aset lain.

39. Metode amortisasi yang dapat dipergunakan antara lain:

(a) Metode garis lurus (straight line methodl;

(b) Metode saldo menurun ganda (double declining balane methodl; dan

(c) Metode unit produksi lunit of produdion methodl.

40. Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud

harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila

terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi

dan/ atau sosial masa depan oleh entitas.

41. Pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan

basis akrual.

PEITGHENTIAIT DAN PELEPASA,IT IRETIREilENT AflD D,SPIOSA4

42. Suatu aset tak berwujud tidak boleh lagi diakui, darr harus

dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi

manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan

yang dilakukan sesudahnya.

43. Aset tak berwujud yang secara pernanen dihentikan atau dilepas

harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas [,aporan

Keuangan.

PENGT'NGI(APAII

44. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk

setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak

berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya:

(a) Masa manfaat aset tak berwujud;
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(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:

(l) Penambahan;

(21 Penghentian dan pelepasan;

(3) Akumulasi Amortisasi; dan

(41 Mutasi lainnya.

(c) Informasi amortisasi, meliputi:

(l) Nilai penyusutan;

(2) Metode amortisasi yang digunakan;

(3) Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan; dan

(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir
periode.

45. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

(a) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap

aset tak berwujud yang material b.g, laporan keuangan secara

keseluruhan;

(b) Keberadaan dan nilai aset tak berwujud yang hak penggunaannya

dibatasi; dan

(c) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud.

46. Entitas dianjurkan, tetapi tidak diharuskan, untuk
mengungkapkan informasi mengenai gamabaran mengenai setiap aset tak
berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasikan yang masih digunakan.

BUPATI TANAII BTIMBU,
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